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PETUNJUK PELAKSANAAN TARIF ATAS PENERIMAAN NEGARA BUKAN
PAJAK DARI PUNGUTAN BIAYA HAK PENYELENGGARAAN

Menimbang :

TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

a.

bahwa Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 7
Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada
Departemen Komunikasi dan Informatika sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76
Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan
Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang
Berlaku Pada Departemen Komunikasi dan Informatika
mengamanatkan pengaturan lebih lanjut terkait
dengan syarat, tata cara dan penghitungan unsur-
unsur pengurang dalam Peraturan Menteri Komunikasi
dan Informatika,

bahwa dalam rangka pelaksanaan pencatatan dan
penagihan piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak
dari pungutan Biaya Hak Penyelenggaraan
Telekomunikasi masih diperlukan adanya suatu
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Mengingat

peraturan yang mengatur mengenai petunjuk
pelaksanaan terkait dengan tata cara perhitungan
BHP, penyetoran BHP, tata cara penyampaian laporan
keuangan dan penetapan besaran BHP telekomunikasi,
dan tata cara penyampaian keberatan atas penetapan
PNBP yang terutang.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan
Negara Bukan Pajak Dari Pungutan Biaya Hak
Penyelenggaraan Telekomunikasi;

Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 3687);

Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3881);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 No.57,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
No0.3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 1998
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998,
Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3760);

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3980);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang
Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan
Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4974) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun
2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
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Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku
Pada Departemen Komunikasi dan Informatika
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5171);

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang
Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan
Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang
Terutang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4995);

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2010 tentang
Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Atas Penetapan
Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Terutang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5114);

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor
72 Tahun 2004;

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
kedudukan, tugas, dan fungsi Kementerian Negara
Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon |
Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67
Tahun 2010;

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 21 Tahun
2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor 31 Tahun 2008;

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
08/PER/M.KOMINFO/02/2006 tentang Interkoneksi;

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
09/PER/M.KOMINFO/04/2008 tentang Tata Cara
Penetapan Tarif Jasa Telekomunikasi yang disalurkan
melalui Jaringan Bergerak Seluler;
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14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
15/PER/M.KOMINFO/04/2008 tentang Tata Cara
Penetapan Tarif Jasa Telepon Dasar yang disalurkan
melalui Jaringan Tetap;

15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggara
Jaringan Telekomunikasi;

16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan
Informatika.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TARIF ATAS
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DARI PUNGUTAN
BIAYA HAK PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan :
1.

Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan
usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta,
instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara, yang
terdiri dari penyelenggara jaringan telekomunikasi dan/atau
penyelenggara jasa telekomunikasi;

Biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi yang selanjutnya disebut
BHP Telekomunikasi adalah kewajiban yang harus dibayar oleh setiap
penyelenggara telekomunikasi dan merupakan penerimaan negara
bukan pajak;

Pendapatan kotor adalah seluruh pendapatan penyelenggaraan
telekomunikasi yang didapat dari setiap kegiatan usaha yang
berkaitan dengan izin penyelenggaraan telekomunikasi yang
dimilikinya,;

Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan
pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya
telekomunikasi.
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5. Interkoneksi adalah keterhubungan antar jaringan telekomunikasi
dari penyelenggara jaringan telekomunikasi yang berbeda,;

6. Ketersambungan adalah tersambungnya perangkat jasa
telekomunikasi dengan jaringan telekomunikasi seperti server, simpul
jasa (node) dan router.

7. Tahun Buku adalah jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai dari
bulan Januari sampai dengan bulan Desember;

8. Bendahara Penerima adalah Bendahara penerima Direktorat Jenderal
Penyelenggaraan Pos dan Informatika yang diangkat oleh Menteri
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

9. Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung
jawabnya di bidang telekomunikasi;

10. Instansi Pemeriksa adalah Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan.

11. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian
Komunikasi dan Informatika;

12. Inspektur Jenderal adalah Inspektur Jenderal Kementerian
Komunikasi dan Informatika;

13. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan
Informatika,;

14. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos
dan Informatika,;

15. Direktur adalah Direktur Pengendalian Pos dan Informatika.
BAB Il
BHP TELEKOMUNIKASI
Pasal 2

Setiap penyelenggara jasa dan jaringan telekomunikasi yang telah
mendapatkan izin penyelenggaraan wajib membayar BHP Telekomunikasi.

Pasal 3

Besaran BHP Telekomunikasi dipungut sebesar 0,50% (nol koma lima
puluh persen) dari pendapatan kotor penyelenggaraan telekomunikasi
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1) Pelaksanaan pembayaran atas pungutan sebagaimana dimaksud pada
Pasal 2 wajib dilakukan paling lambat 30 April tahun berikutnya.

(2) Pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dapat
dilakukan per triwulan atau per semester.
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